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1.1.Latar Belakang Masalah

Amanat dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, bahwa wilayah Indonesia terdiri atas daerah propinsi,
daerah propinsi dibagi lagi menjadi Kabupaten dan Kota, yang masing masing
menjadi daerah otonom. Dari pembagian tersebut, kemudian dikenal adalah
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dimana pemerintah pusat dapat
memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus
rumah tangga pemerintahannya secara otonom berdasarkan kekhasan daerah
masing-masing. Tetapi pendelegasian disini bukan berarti memberikan
kebebasan sebebas-bebasnya akan tetapi pemerintah pusat tetap dapat
mengkontrol ~ pelaksanaan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  asas
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sehingga keberadaan

pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelaksanaan otonomi
daerah yang berimpas pada kewenanan Pemerintah Daerah untuk mengatur
wilayah kekuasaannya tidak dapat lepas dari konsep hukum di Indonesia
khususnya hukum administrasi negara yang salah satu kajiannya adalah

membahas tentang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pasal 18 bahwa “pengaturan Pemerintah Daerah
memerlukan susunan dan tata penyelenggaraan yang akan diatur lebih lanjut
dengan Undang-Undang”. Awal reformasi setelah tumbangnya masa orde baru
pemerintah mengeluarkan dua kebijakan mengenai otonomi daerah yaitu
“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah.”



Melalui dua Undang-Undang yang disebutkan diharapkan memberi
peluang untuk daerah agar bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya.
Kedua Undang-Undang tersebut membawa harapan baru yang lebih
demokratis dalam mengatur desentralisasi di Indonesia. Selanjutnya, UU
Otonomi Daerah direvisi sehingga memunculkan peraturan yaitu “Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” yang telah
mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan “Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.”

Dengan regulasi baru mengenai pemerintah daerah, diharapkan
penyelenggaraan pemerintah daerah dapat mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dengan lebih cepat dan semakin sejahtera dengan cara
meningkatkan pelayanan, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan peran
aktif masyarakat itu sendiri. Kebebasan berfikir dan mengekploitasi diri di
daerah dapat menambah khasanah dan budaya daerah sehingga tercipta

kebhinekaan bangsa Indonesia yang semakin beragam.

Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk membuat kebijakan
hukum yang mengatur pemerintahannya, dengan syarat tidak bertentangan
dengan hukum diatasnya. Sesuai dengan “Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Negara mengakui keberadaan
Peraturan Daerah sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan di Indonesia, yang dibuat oleh Kepala Daerah sebagai lembaga
eksekutif daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga

legislatif daerah.”

Dalam mengatur pemerintahannya, daerah mempunyai wewenang
menerbitkan peraturan daerah yang disebut dengan perda. Peraturan daerah

ialah peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang dikeluarkan oleh



kepala daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota secara serentak dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Dewan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota. Secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan daerah
untuk membuat peraturan sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 ayat (2) huruf
b dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyusun peraturan
daerah. Untuk menyusun peraturan daerah diperlukan pengetahun dan
pemahaman yang matang baik dalam peraturan perundangan-undangan
sehingga perda tersebut nantinya tidak bertolak belakang dengan peraturan
diatasnya dan pemahaman tentang potensi daerahnya sehingga potensi

tersebut bisa tertuang dalam peraturan yang jelas dalam mengaturnya.

Dalam pembuatan perda diatur dengan terperinci dalam <Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan diperjelas dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.”

Beberapa produk hukum daerah diantaranya ialah 1) Peraturan
Provinsi/Peraturan Daerah yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, 2) Peraturan Kepala
Daerah Provinsi/Kabupaten yaitu peraturan yang dibuat oleh Gubernur atau
bupati/walikota, 3) Peraturan Bersama Kepala Daerah yaitu peraturan yang
ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah, dan 4) Peraturan DPRD yaitu
peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD
Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah memuat tentang penyelenggaran otonomi daerah dan

tugas pembantuan serta penjelasan lebih lanjut tentang peraturan perundang-



undangan diatasnya. Peraturan daerah juga bisa berisi muatan lokal yang
menjadi ciri khas dari suatu daerah yang sesuai dengan peraturan perudang-
undangan. Dengan demikian daerah mempunya payung hukum dalam
mengangkat kekhasan daerah masing-masing dengan harapan menambah
khasanah bhineka tunggal ika bangsa Indonesia.

Untuk menyusun Peraturan Daerah, tidak lepas dari peran Bagian
Hukum Sekretariat Daerah dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi. Bagian
Hukum adalah salah satu unit kerja yang berada pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Ponorogo yang didirikan berdasarkan “Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah seperti yang telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.”

Berdasarkan peraturan diatas dapat dikatakan bahwa ~Bagian Hukum
lalah “suatu perangkat daerah yang membantu tugas sekretaris daerah
Kabupaten Ponorogo untuk melaksanakan mengoordinasikan pelaksanaan
kegiatan dalam bertindak untuk merencanakan pembuatan kebijakan daerah,
mengkoordinasikan  perumusan kebijakan daerah, mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan melaksanakan pemantauan dan
evaluasi di bidang bantuan hukum serta informasi dan dokumentasi.”

Adapun secara spesifik fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Ponorogo berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 145
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo adalah :

a. “penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;”

b. “penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;”

C. “penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi;”



d. “penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta informasi dan dokumentasi;
dan,

e. “pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.”

Sebagai gambaran jumlah produk hukum daerah yang telah disahkan
di Tahun 2020 dan 2021
Tabel 1.1

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020 Dan 2021

No Tahun Jumlah Perda yang sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
Target Propemperda Realisasi
1. 2019 21 13
2. 2020 28 8
3. 2021 22 Akan dibahas di 2022

Berdasarkan tabel sebagaimana tercantum, bisa diamati jumlah perda
Kabupaten Ponorogo yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dari target yang tertuang di Propemperda pada Tahun
2019 adalah 21 Perda dan hanya dapat disahkan sebanyak 13 Perda.
Sedangkan di Tahun 2020 dari target yang tertuang di Propemperda sejumlah
28 dan hanya dapat disahkan sebanyak 8 Perda.



Tabel 1.2.
Jumlah Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020 dan 2021

No Tahun Jumlah Perbub Realisasi Perbub yang
Berdasarkan Perjanjian disahkan
Kinerja
1. 2020 125 168
2. 2021 150 169

Menurut sajian tabel tersebut bisa diamati jumlah Peraturan Bupati
yang tertuang dalam perjanjian kinerja pada Tahun 2020 adalah 125 Peraturan
Bupati dan realisasi Peraturan Bupati yang disahkan adalah 168, sedangkan di
Tahun 2021 jumlah Peraturan Bupati yang tertuang dalam perjanjian kinerja

adalah 150 Peraturan Bupati dan dapat terealisasi sejumlah 169 Peraturan

Bupati.
Tabel 1.3
Jumlah Keputusan Bupati (Kebub) Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020 dan 2021
No Tahun Jumlah Kebub Realisasi Kebub yang
Berdasarkan Perjanjian ditandatangani Bupati
Kinerja
1. 2020 350 1520
2. 2021 411 1665

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat jumlah Keputusan

Bupati yang tertuang dalam perjanjian kinerja pada Tahun 2020 adalah 350
Keputusan Bupati dan realisasi Keputusan Bupati yang telah ditandatangani

oleh Bupati adalah 1520, sedangkan di Tahun 2021 jumlah Keputusan Bupati



yang tertuang dalam perjanjian kinerja adalah 411 Keputusan Bupati dan
dapat terealisasi sejumlah 1665 Keputusan Bupati.
Dari ketiga tabel diatas terdapat gambaran bahwa terdapat perbedaan
antara realisasi yang belum maksimal tercapai dari apa yang ditargetkan di
Peraturan Daerah, dan terdapat perbedaan antara target di Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati yang melampaui target yang ditetapkan. Karena itu
diperlukan maksimalisasi peran dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah
dalam proses Harmonisasi dan Sinkronisasi produk hukum daerah.
Berdasarkan gambaran diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh
mengenai Eksistensi Bagian Hukum dalam sistem pemerintahan daerah
dengan judul “Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
dalam Penyusunan Produk Hukum di Kabupaten Ponorogo”
1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan Latar Belakang Penelitian tersebut, maka diperoleh
beberapa permasalahan yang bisa penulis simpulkan sebagai Rumusan
Masalah, yaitu:
1. Bagaimana proses penyusunan produk hukum daerah di Kabupaten
Ponorogo?
2. Bagaimana peranan Bagian Hukum dalam Penyusunan Produk Hukum
Daerah?
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui
a. Proses penyusunan produk hukum daerah di Kabupaten Ponorogo
b. Untuk mengetahui peranan Bagian Hukum dalam Penyusunan
Produk Hukum Daerah.
1.3.2. Manfaat Penelitian
1.3.2.1. Manfaat Teoritis
a. Dapat memberikan manfaat yang dapat digunakan untuk
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang

hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan.



1.3.2.2.

1.3.2.3.

b. Memperluas pandangan mengenai peranan Bagian Hukum
Sekretariat Daerah  Kabupaten  Ponorogo dalam
pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.

Manfaat penelitian bagi Penyelenggara Negara.

Menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan
peran Bagian Hukum terhadap indikator kualitas produk

hukum daerah khususnya di Kabupaten Ponorogo

Manfaat bagi Masyarakat.

a. Memberikan penjelasan dan dapat menjadi gambaran
mengenai peran Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten
Ponorogo dalam proses penyusunan produk hukum daerah
yang berkualitas.

b. Bahan referensi untuk memperdalam pengetahuan
mengenai peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Ponorogo dalam menyusunan produk hukum
daerah khususnya di Kabupaten Ponorogo.



